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WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

—

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa dengan di bangunnya fasilitas baru yang dibangun oleh
Pemerintah Daerah serta dalam rangka meningkatkan
perkembangan perekonomian masyarakat di Kota Blitar, maka
perlu menetapkan penyesuaian besaran pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa dimaksud ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,;

Pasal 18 ayat (6) Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 ;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851) ;



10.

11.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5029);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) ;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3243 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Blitar Tahun 2007 Nomor 14) ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun
2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar

Tahun 2013 Nomor 7) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar

Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran

Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1.

Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan

Daerah ini ;

. Lampiran II, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan

Daerah ini ;

. Lampiran III diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan

Daerah ini ;
Lampiran IV diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan

Daerah ini ;

. Lampiran V, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan

Daerah ini ;
Lampiran VI diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan
Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Agustus 2017
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR



Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
Ttd.

Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 164-8/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,

I'.. - - ,,m
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 195603 1 006
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 9
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

. PENJELASAN UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli
daerah yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
daerah, sehingga intensifikasi sangat dibutuhkan dalam rangka
peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor retribusi jasa
usaha. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta, sehingga dalam hal ini intensifikasi
dan evaluasi terhadap objek retribusi sangat dibutuhkan, mengingat
kondisi dari objek retribusi jasa usaha selalu mengikuti perkembangan
ekonomi daerah.

Kondisi saat ini, di daerah banyak sekali objek-objek retribusi
baru khususnya dalam retribusi pemakaian kekayaan daerah, selain itu
dalam evaluasi yang telah di lakukan ada beberapa objek retribusi yang
dalam pelaksanaan operasionalnya membutuhkan biaya yang besar,
sehingga dalam penarikannnya dialihkan ke jenis retribusi lain yang
berdasarkan sifatnya tidak berubah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka dipandang perlu
untuk merubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Blitar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk
disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat
ataupun daerah.

PENJELASAN PASAL PER PASAL
Pasal I

Cukup jelas
Pasal II

Cukup jelas






